PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. SALEH
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi
Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FADJRY DJUFRY
Jabatan : Pj. Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 31 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEP NAS
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 SASARAN '
NO, IKA '
0 STRATEGIS IND TOR KINERJA TARGET
| (2) ) 3 _ 4)
1 | Meningkatnya Status Iﬂdel_;s Desa Membangun (IDM) . 0,78 Poin
Perkembangan Desa | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri ' 22.99%
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal 6,88%
Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Kerja Sama 123%
| Desa )
Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang 10,59%
Difasilitasi
Persentase Kelembagaan Masyarakat yang C1,64%
| Difasilitasi dan Ditingkatkan Kapasitasnya
(Kelompok Binaan LPM)
Persentase Posyandu Aktf 100%
Persentase PKK Aktif : 100%
Persentase BUMDesa yang Berkontribusi terhadap 0,62% |
i Peningkatan PAD
!; Persentase Posyantek Aktif " ] 3.50%
2 | Meningkatnya Nilai SAKIP OPD ' ) 74 Poin
Kedisiplinan dan |
Kinerja Aparatur
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 16.499.363.783,00 APBD
Provinsi
2 Program Penataan Desa Rp  20.000.000,00 APBD
3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Rp 77.577.600,00 APBD
4  Program Administrasi Pemerintahan Desa Rp  281.710.400,00 APBD
5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Rp 4.229.221.144.00 APBD
L.embaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
JUMLAH
Rp 21.107.872.927,00
Makassar, 31 Januari 2025
Pihak Kedua,
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